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ABSTRAK 

Kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan. Satu dari persyatan teknis dan laik jalan adalah daya pancar, lampu 

merupakan komponen yang wajib terpasang pasang pada kendaraan. Polisi satuan 

lalu lintas adalah pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas antara lain 

penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan pendidikan masyarakat, dalam 

setiap tindakan polisi harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

80 tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 

jawaban mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dalam 

mengatur pelanggaran daya pancar pada lampu kendaraan bermotor, Prosedur 

polisi dalam menentukan suatu daya pancar telah melewati ambang batas dan 

melihat hambatan dan upaya polisi dalam menertibkan para pengguna lampu 

dengan daya pancar yang melewati ketentuan undang-undang. Penulis dalam 

menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian 

empiris. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Kaur Binops 

Kepolisian Resor Kota Barelang. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 berjalan cukup efektif, hal ini dilai berdasarkan data adanya 

penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2017 dan 2018, polisi tidak memiliki 

prosedur khusus mengenai daya pancar sudah melewati ambang batas, kesadaran 

masyarakat menjadi hambatan penertiban penggunaan lampu yang melewati 

ketentuan daya pancar. 

 

 

 

Kata kunci:Lampu, Daya Pancar, Polisi Lalu Lintas. 
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ABSTRACT 

Vehicles operating on the road must meet technical and roadworthy requirements. 

One of the technical and road-worthy requirements is transmit power, the lamp is 

a component that must be installed on the vehicle. The traffic police unit is the 

executor in charge of carrying out tasks including guarding, regulating, 

escorting, patrolling and public education, in every police action it must be based 

on Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 and Government Regulation No. 80 of 

2012. The purpose of this study is to find answers regarding the effectiveness of 

Law No. 22 of 2009 in regulating violations of the emission power of motorized 

vehicle lights. Police procedures in determining a transmit power have crossed 

the threshold and see the obstacles and police efforts in controlling the traffickers. 

users of lamps with emitting power that exceeds the provisions of the law. The 

author in finding answers to these problems uses empirical research methods. The 

data was obtained by the author from the results of interviews with the Head of 

Binops of the Barelang City Police. The results of the study are that Law Number 

22 of 2009 is quite effective, this is judged based on data on a decrease in the 

number of violations in 2017 and 2018, the police do not have special procedures 

regarding transmitting power that has passed the threshold, public awareness is 

an obstacle to controlling the use of lights that pass the transmit power 

requirement. 

 

 

 

Keywords: Lights, Transmittance, Traffic Police.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala hal di atur 

dengan hukum, hal lini ltertuang ldalam lPasal l1 layat l(3) lUndang-undang l1945 lyang 

lberbunyi l“Indonesia ladalah lNegara lHukum”, lselanjutnya ldalam lpenjelasan 

lUndang-Undang lDasar lTahun l1945 ldisebutkan lbahwa l“ lNegara lIndonesia 

lberdasarkan latas lhukum l(rechstaat) ltidak lberdasarkan lkekuasaan lbelaka 

l(mochstaat), lketentuan lpasal ltersebut ltersebut lmerupakan llandasan lkonstitusional 

lbahwa lIndonesia ladalah lNegara lyang lberdasarkan lHukum. 

Gagasan lNegara lhukum ltelah llama ldi lkembangkan loleh lpara lfilsuf ldari 

lzaman lYunani lKuno. lPada lawalnya ldalam lbuku l“the lRepublic” lPlato lberpendapat 

lbahwa ladalah lmungkin lmewujudkan lnegara lideal luntuk lmencapai lkebaikan, lyang 

lberintikan lkebaikan, lUntuk litu lkekuasaan lharus ldi lpegang loleh lorang lyang 

lmengetahui lkebaikan. lSeorang lfilosof l(the lphilosopher lking) ldalam lbukunya l“the 

lStatesmen” ldan l”the lLaw”, lPlato lmenyatakan lbahwa lyang ldapat ldiwujudkan 

ladalah lbentuk lpaling lbaik lkedua l(the lsecond lbest) lyang lmenempatkan lsupremasi 

lhukum. l 

Pemerintahan lyang lmampu lmencegah lkemerosotan lkekuasaan lseseorang 

ladalah lpemerintahan loleh lhukum. lSenada ldengan lPlato, ltujuan lNegara lmenurut 
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lAristoteles ladalah luntuk lmencapai lkehidupan lyang lpaling lbaik l(the lbest llife 

lpossible) lyang ldapat ldicapai ldengan lsupremasi lhukum. lHukum ladalah lwujud 

lkebijaksanaan lkolektif lwarga lNegara l(collective lwisdom), lsehingga lperan 

lwargalNegara ldiperlukan ldalam lpembentukannya. lNegara l lhukum l lmempunyai 

lkewenangan latau lkekuasaan lyang lterpusat ldalam lsatu lpemerintahan ldengan 

lmenggunakan lsistem lpresidensial. lAkan ltetapi lkewenangan ltersebut ltidaklah lserta-

merta ldijalankan lsemuanya loleh lpresiden,namun lada lbeberapa llembaga lyang 

lmengatur lseluruh lberjalannya lnegara ltersebut. lPembagian lkekuasaan latau 

lkewenangan ltersebut lmenggunakan lsistem ltriaspolitica, lyaitu llegislatif, leksekutif, 

ldan lyudikatif. 

Kepolisian ltermasuk ldalam lkewenangan lEksekutif, lKepolisian lmemiliki lunit 

lyang lberbeda-beda lseperti lShabara, lBrimob, lDensus, lPropam ldan llain-lain l 

lmengenai lkeamanan ldidalam lhubungan lmasyarakat ldijaga loleh lkepolisian. lSelain 

ltugas lkeamanan lsipil lyang lmelekat lpada lkepolisian, lada ltugas llain lyakni lsalah 

lsatunya lmenyelenggarakan lsegala lkegiatan ldalam lmenjamin lkeamanan, 

lketertiban, ldan lkelancaran llalu llintas ljalan. 

Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat 

dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-

macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah 

melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi sampai peerubahan pola tingkah laku masyarakat. 

LLAJ lketika lpada lmasa lpemerintahan lHindia lBelanda ldiatur ldalam 
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l“werverkeersordonnantie” l(Staatsblad l1933 lNo.86). lperkembangan lselanjutnya 

lwerverkeersordonnantie ltidak lsesuai llagi ldengan ltuntutan ldan ldirubah llagi ldalam 

lStaatsblad l1940 lNo.72. lLalu l ldirubah llagi lsetelah lIndonesia lmerdeka ltepatnya 

lpadaltahun l1951 ldengan lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l1951 ltentang lperubahan 

ldan ltambahan. Selang 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi (UU lLLAJ) lke ldalam 

lundang-undang lyang lbaru lserta lmencabut lperaturan lyang lsebelumnya ltentang llalu 

llintas ldan langkutan ljalan. lmaka llahirnya lUndang-Undang lNomor l3 lTahun l1965 

ltentang lLalu lLintas ldan langkutan ljalan lyang lpada lwaktu litu latas lpersetujuan 

lbersama lantara lPresiden lSoekarno ldengan lDPR lGR l(Dewan lPerwakilan lRakyat 

lGotong lRoyong l). l 

Undang-Undang lNomor l3 lTahun l1965 lbahwa lini ladalah lUndang-Undang 

lpertama lyang lmengatur lLalu lLintas ldan langkutan ljalan ldi lIndonesia lsetelah 

lIndonesia lmerdeka. lSeiring ldengan lperkembangan lzaman ldan lilmu lpengetahuan 

lteknologi lpada l27 lTahun lkemudian ldiatur lkembali lLLAJ ldi lIndonesia ldengan lUU 

lyang lbaru lyaitu lUU lNomor l14 lTahun l1992. lAda lhal lyang lmenarik ldari lUU lNomor 

l14 lTahun l1992 lini lbahwa lUU lini lsempat lditangguhkan lselama lsetahun lmelalui 

lPerpu lNomor l1 lTahun l1992 lyang ldisahkan lmenjadi lUU lNomor l22 lTahun l1992. 

lSebagaimana lyang lterdapat ldalam lKonsideran lUU lNomor l22 lTahun l1992 lpoin lc. 

Dengan llahirnya lUU lNomor l22 lTahun l1992 lmakanya lUU lNomor l14 lTahun 

l1992 lditangguhkan lpelaksanaanya lyang ldirencanakan lpada l17 lSeptember l1992 

lmenjadi l17 lSeptember l1993 lkarena lberbagai lpertimbangan ldari lpemerintah. 
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lSelanjutnya lUU lmengenai lLLAJ lterakhir lkali ldiatur ldi lIndonesia ldengan lUU 

lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan ldengan lsemangat 

lreformasi ldan lperubahan. 

Berlalu lintas merupakan kebutuhan transportasi yang mutlak bagi 

masyarakat dalam menjalankan mobilitasnya sehari-hari. Masyarakat untuk 

berpergian bisa dengan mudah dan cepat sampai ketujuan. Manusia dalam 

mengembangkan lpemikiran latau lmenciptakan lalat-alat ltransportasi lyang lmenjadi 

lsalah lsatu lalat lyang ldapat lmemudahkan laktifitasnya. lAlat ltransportasi lyang 

ldimaksud ltersebut lsalah lsatunya ladalah lkendaraan lroda ldua l latau l ldisebut l ldengan l 

lsebutan l lsepeda l lmotor. l 

Sepeda lmotor lmenjadi lsalah lsatu ldari lalat ltransportasi lyang lbanyak ldiminati 

lmasyarakat lbaik ldikota lmaupun ldipedesaaan air diseluruh Indonesia. (Miro, 

2012:8). Perkembangan alat transportasi darat dari tahun ke tahun selalu 

meningkat terutama transportasi kendaraan roda dua (sepeda motor) (Maspupa, 

2014:4).  

Peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan mengatur setiap pengendara (sepeda motor) untuk berlalu 

lintas dengan baik demi keselamatan bersama di jalan sesama pengguna jalan 

raya, pengemudi sepeda motor wajib memperhatikan keamanan dan kenyamanan 

berkendara (safety riding). Setiap pengendara disamping memahami aturan-aturan 

berlalu lintas tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai lampu utama 

pada kendaraan sepeda motor. 
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Adapun laturan–aturan lyang lsudah lditerapkan ldi lIndonesia ltentang 

lpenggunaan ldan lperalatan lstandart lkendaraan. lSalah lsatunya lperaturan lyang 

lmengatur lpenggunaan llampu lpada lkendaraan lyang lmengacu lpada lintensitas 

lcahaya, ltinggi lpemasangan llampu ldan lposisi ljalan,kemudian lwarna llampu ldi 

lsetiaplbagian l–bagian lkendaraan lbermotor. lDalam lUU lNo. l22 ltahun l2009 ltentang 

lLLAJ, lPasal l48 layat l1, ldijelaskan lbahwa lsetiap lkendaraan lberoda ldua lyang 

ldioperasikan ldi ljalan, lharus lmemenuhi lpersyaratan lteknis ldan llayak ljalan. lLantas 

lpada lPasal l58 ldisebutkan, lsetiap lkendaraan lroda ldua lyang ldioperasikan ldi ljalan, 

ldilarang lmemasang lperlengkapan lyang ldapat lmengganggu lkeselamatan 

lberlalulintas. lSedangkan lmengenai lsanksi lbagi lyang lmelanggar lketentuan llampu 

lutama ldiatur ldalam lPasal l285 layat l(2) lUU lLalu lLintas lsebagai lberikut: l“Setiap 

lpengendaran lkendaraan lberoda lempat latau llebih ldi ljalan lyang ltidak lmemenuhi 

lpersyaratan lteknis lyang lmeliputi lkaca lspion, lklakson, llampu lutama, llampu 

lmundur, llampu ltanda lbatas ldimensi lbadan lkendaraan, llampu lrem, llampu lpenunjuk 

larah, lalat lpemantulcahaya, lalat lpengukur lkecepatan, lkedalaman lalur lban, lkaca 

ldepan, lbumper, lpenggandengan, lpenempelan,atau lpenghapus lkaca lsebagaimana 

lyang ldimaksud ldalam lPasal l106 layat l(3). lPasal l48 layat l(2) ldipidana ldengan lpidana 

lkurungan lpaling llama l2 l(dua) lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp. l500.000,00 

l(lima lratus lribu lrupiah)”. 

 lPeraturan lPemerintah lNo l55 lTahun l2012 lyang lmengacu lpada lUndang-

Undang lnomor l22 ltahun l2009 lpasal l48 layat l3 ltentang lsistem llampu ldan lalat 

lpemantul lcahaya, ldisebutkan lwarna llampu lyang ldiperbolehkan. lKetentuan 

ltersebut lmeliputi: 
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1. Lampu lutama ldekat lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda. 

2. Lampu lutama ljauh lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

3. Lampu lpenunjuk larah lkendaraan lberwarna lkuning ltua, ldengan lsinar 

lkelap-kelip. 

4. Lampu lrem lkendaraan lberwarna lmerah. 

5. Lampu lposisi ldepan lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

6. Lampu lposisi lbelakang lkendaraan lberwarna lmerah. 

7. Lampu lmundur lkendaraan lwarna lputih latau lkuning lmuda, lkecuali 

luntuk lkepeda lmotor. 

8. Lampu lpenerangan lpada ltanda lnomor lkendaraan lbermotor ldi lbagian 

lbelakang. 

9. Lampu lisyarat lperingatan lbahaya lpada lkendaraan lberwarna lkuning 

ltua, ldengan lsinar lkelap-kelip. 

10. Lampu ltanda l lbatas ldimensi lkendaraan lbermotor, lberwarna lputih latau 

lkuning lmuda, luntuk lkendaraan lbermotor lyang llebarnya llebih ldari 

l2.100 lmm luntuk lbagian ldepan,dan lberwarna lmerah luntuk lbagian 

lbelakang. 

11. Alat lpemantul lcahaya lpada lkendaraan lberwarna lmerah, lyang 

lditempatkan lpada lsisi lkiri ldan lkanan lbagian lbelakang lkendaraan 

lbermotor. l 

Pasal l48 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLLAJ, 

lUndang l–Undang lberlalu llintas lNo l4 lpoin lC lberbunyi l“dipasang lpada lketinggian 

ltidak lmelebihi l1.500 lmm ldari lpermukaan ljalan ldan ltidak lmelebihi l400 lmm ldari 
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lsisi lbagian lterluar lkendaraan”. lUntuk lbatasan lintensitas lcahaya llampu lpada 

lkendaraan lbermotor lyaitu lpasal l70 lPeraturan lPemerintah l55 l2012 lyang 

lmenerangkan lbahwaldaya lpancar ldan larah lsinar llampu lutama lharus llebih ldari latau 

lsama ldengan l12.000 lcandela. 

 Pengendara lroda ldua lyang lmengganti llampu lutama lmereka ldengan llampu 

lLED lyaitu ljenis l3 llampu lyang lterbuat ldari ltabung lyang ldidalamnya lterdapat ldua 

lelektroda. lLampu lini lmemerlukan ltegangan l ltinggi lyang lmenyebabkan lcahaya 

lyang ldipancarkan lsangat lterang. lMaka ldari litu lbanyak lpengendara lyang lmengganti 

llampu lutama lkendaraan lmereka ldengan llampu lLED ldengan lralasan luntuk 

lmenambah lpenerangan lpada lmalam lhari. 

 lPolresta lmenjelaskan l“namun lmasih lbanyak lyang lbelum lcukup lpaham 

ltentang lpenggunaan llampu lLED lyang ldapat lmengganggu lpengendara llain” lselain 

litu lPolresta ljuga lmenjelaskan lbahwa l“Akhir-akhir lini lbanyak lkeluhan ldari 

lpengendara ldi ljalan lraya lyang lmasuk lkepada lkami lterkait lpenggunaan llampu lLED 

lyang lcukup lmenyilaukan lpengguna ljalan ldari larah lberlawanan. lOleh lkarena litu 

lkami lmencoba luntuk lsedikit lmembahas lpenggunaan llampu lLED lpada lkendaraan 

lbermotor”. 

Selain litu ladapun lalasan lmengapa lpengendara lmenggunakan llampu lLED 

lyaitu lkarena lsedang lmengikuti ltren. l”Banyak lkonsumen lingin lberalih 

lmenggunakan llampu lLED lkarena ltak lpuas ldengan lvisual lpada lmalam lhari lyang 

ldihasilkan llampu lbawaan,banyak lpengendara lyang lmasih ltidak lmengetahui 

lketentuan ldan lbagaimana lmemasang llampu lLED lyang lbenar lsesuai lstandart lbila 
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ldibutuhkan.” Ujar pemilik bengkel Sumber Jaya Bersama yang berlokasi di 

daerah Tiban, Batam. 

Sehingga lhimbauan luntuk ltidak lmenggunakan llampu lLED lyang ltidak lsesuai 

lstandart lberlalu llintas lperlu ldiinfokan lkepada lpengendara-pengendara lyang ltidak 

ltahu latau lsengaja lnamun lmenghiraukan lperaturan ltersebut, lbahwa lmelanggar lUU 

ltentang lstandart llampu ldapat lterkena lsanksi lpasal l58 ldengan ldenda lRp l500,000,-

dan lpenjara lmaksimal l2 lbulan lkurungan. 

Fenomena di atas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil  judul  “EFEKTIVITAS PENGATURAN STANDAR 

LAMPU LIGHT EMITTING DIODE PADA KENDARAAN BERMOTOR 

DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari fenomena yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut :  

1. Maraknya lsepeda lmotor lmodifikasi lkhususnya lbagian ldaya 

lpancar(lampu) ldari lstandar lpabrikan ldiubah lmenjadi ldaya 

lpancar(lampu) lmodifikasi lyang lmempunyai ltingkat lcahaya lyang 

lmenyilaukan. 

2. Daya lpancar ldari llampu lutama lharus ldi luji ltingkat ldaya lpancarnya 

lagar ldapat lmenentukan lapakah ldaya lpancar ltersebut ltelah lmelewati 

lambang lbatas. lAdanya lhambatan lSatuan lLalu lLintas l(Satlantas) 
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lKepolisian lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban 

lpengemudi lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya 

lpancar ldi latas lambang lnormal. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membatasi untuk melakukan 

penelitian hanya pada masalah yang diteliti yaitu mengenai efektivitas lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan, 

lmekanisme lPolisi ldalam lmenentukan lsuatu ldaya lpancar lpada llampu ltelah 

lmelewati lambang lbatas lnormal, lserta lhambatan ldan lupaya lyang ldi llakukan lpihak 

lpolisi lsatuan llalu lLintas lKepolisian lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan 

lpenertiban lpengemudi lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya 

lpancar ldi latas lambang lbatas lstandar. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana lEfektivitas lPengaturan lStandar lLampu lLight lEmitting 

lDiode lpada lkendaraan lbermotor l ldalam lUndang-Undang lNomor l22 

lTahun l2009? 

2. Apa lhambatan dan upaya lSatuan lLalu lLintas lKepolisian lResor lKota 

lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban lpengemudi lsepeda lmotor 
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lyang lmenggunakan llampuLight lEmitting lDiode ldalam lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk lmengetahui ltingkat lefektivitas lpengaturan lstandar ldaya lpancar 

ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas 

lDan lAngkutan lJalan. 

2. Untuk lmengetahui lmekanisme lPolisi ldalam lmenentukan lsuatu ldaya 

lpancar lpada llampu lkendaraan lbermotor ltelah lmelewati lambang 

lbatas. lUntuk lmengetahui lhambatan lSatuan lLalu lLintas lKepolisian 

lResor lKota lBarelang ldalam lmelaksanakan lpenertiban lpengemudi 

lsepeda lmotor lyang lmenggunakan llampu ldengandaya lpancar ldi latas 

lambang lbatas ldan luntuk lmengetahui lupaya ldalam lmengatasinya. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat   yang   diharapkan   dari   penelitian   ini   melalui   dua pandangan 

diantaranya sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat teoritis 

1. Hasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lwawasan lkeilmuan 

lkepada lpenulis lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l22 
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lTahum l2009 ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap 

lPengaturan lStandar lDaya lpancar. 

2. Penelitian lini ldiharapkan ldapat lbermanfaat ldan lmenambah lwawasan 

lbagi lpihak-pihak lyang ltertarik lmembahas llebih llanjut 

lmengenailimplementasi l lUndang-Undang lNomor l22 lTahum l2009 

ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap lPengaturan 

lStandar lDaya lpancar. 

3. Penelitian ini diharpkan dapat menambah informasi dan referensi 

yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang berkaitan ldengan 

lUndang-Undang lNomor l22 lTahum l2009 ltentang lLalu lLintas lDan 

lAngkutan lJalan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Secara lpraktis lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmenjadi lsuatu lbagian 

lpembenahan latau lperbaikan lterhadap lUndang-Undang lNomor l22 

lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan lTerhadap 

lPengaturan lStandar lDaya lPancar lLampu lpada lkendaraan lbermotor. 

2. Secara lpraktis lhasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan 

lmanfaat lpengetahuan lkepada lpara lpembaca lpada lumumnya ldan ljuga 

lmemberikan lwacana lbaru lbagi lpengguna lsepeda lmotor ldan 

lpengusaha lbengkel lmotor lterhadap lpraktik lmodifikasi lkhususnya 

lbagian ldaya lpancar lpada llampu lkendaraan lbermotor.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Pengertian Kendaraan 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 

bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap 

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan 

dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. Pasal 1 ayat 7 sampai 9 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .Jenis 

kendaraan bermotor dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang lNomor l22 lTahun 

l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lantara llain l: 

1. Sepeda lmotor ladalah lkendaraan lbermotor lberoda ldua ldengan latau 

ltanpa lrumahrumah ldan ldengan latau ltanpa lkereta lsamping latau 

lkendaraan lbermotor lberoda ltiga ltanpa lrumah-rumah. l 

2. Mobil lpenumpang ladalah lsetiap lkendaraan lbermotor lyang ldilengkapi 

lsebanyak-banyaknya l8 l(delapan) ltempat lduduk ltidak ltermasuk 

ltempat lduduk lpengemudi, lbaik ldengan lmaupun ltanpa lperlengkapan 

lpengangkutan lbagasi. l 
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3. Mobil lbus ladalah lsetiap lkendaraan lbermotor lyang ldilengkapi llebih 

ldari l8 l(delapan) ltempat lduduk ltidak ltermasuk ltempat 

lduduklpengemudi, lbaik ldengan lmaupun ltanpa lperlengkapan 

lpengangkutan lbagasi. l 

4. Mobil lbarang ladalah lsetiap lkendaraan lbermotor lselain ldari lyang 

ltermasuk ldalam lsepeda lmotor, lmobil lpenumpang ldan lmobil lbus. 

5. Kendaraan lKhusus ladalah lKendaraan lBermotor lyang ldirancang 

lkhusus lyang lmemiliki lfungsi ldan lrancang lbangun ltertentu, lantara 

llain: lKendaraan lBermotor lTentara lIndonesia, lKendaraan lBermotor 

lKepolisian lNegara lRepublik lIndonesia; lalat lberat lantara llain 

lbulldozer, ltraktor, lmesin lgilas l(stoomwaltz), lforklift, lloader, 

lexcavator, ldan lcrane; lserta lKendaraan lkhusus lpenyandang lcacat. 

Sepeda lmotor ladalah lkendaraan lberoda ldua lyang ldigerakkan loleh lsebuah 

lmesin. lLetak lkedua lroda lsebaris llurus ldan lpada lkecepatan ltinggi lsepeda lmotor 

ltetap lstabil ldisebabkan loleh lgaya lgiroskopik. (Wikipedia, l2019) lSedangkan lpada 

lkecepatan lrendah, lkestabilan latau lkeseimbangan lsepeda lmotor lbergantung lkepada 

lpengaturan lsetang loleh lpengendara. lPenggunaan lsepeda lmotor ldi lIndonesia lsangat 

lpopuler lkarena lharganya lyang lrelatif lmurah ldan lterjangkau luntuk lsebagian lbesar 

lkalangan ldan lpenggunaan lbahan lbakarnya lserta lserta lbiaya loperasionalnya lcukup 

lhemat. 

 Saat lini lsepeda lmotor lsudah lbanyak lvariasinya, lyaitu: lbeberapa lmotor 

ldilengkapi ldengan lpapan lkaki ldan lbukan l“gagang linjekan”, lseperti lmotor lmatic, 
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ldan lmobil lsamping ldan ljuga lberoda ltiga, lyang lbiasa ldisebut ltrike. lSepeda lmotor 

lmemiliki lsejarah lyang lpanjang ldi lnegeri lini. lSepeda lmotor lsudah lhadir lsejak 

lnegaralini lberada ldi lbawah lpendudukan lBelanda ldan lmasih lbernama lHindia 

lTimur, lOost lIndie latau least lIndia. lData lyang lada lmenyebutkan, lsepeda lmotor lhadir 

ldi lIndonesia lsejak ltahun l1893 latau l118 ltahun lyang llalu. lUniknya, lwalaupun lpada 

lsaat litu lnegara lini lmasih lberada ldibawah lpendudukan lBelanda, lorang lpertama 

lyang lmemiliki lsepeda lmotor ldi lnegeri lini lbukanlah lorang lBelanda, lmelainkan 

lorang lInggris. lDan, lorang litu lbernama lJohn lC lPotter, lyang lsehari-hari lbekerja 

lsebagai lmasinis lpertama ldi lpabrik lgula lOemboel l(baca lUmbul) lProbolinggo, lJawa 

ltimur. lSepeda lmotor lbuatan lHildebrand lund lWolfmuller litu lbelum lmenggunakan 

lrantai, lbelum lmenggunakan lpersneling, lbelum lmenggunakan lmagnet, lbelum 

lmenggunakan laki l(accu), lbelum lmenggunakan lkoil, ldan lbelum lmenggunakan 

lkabel-kabel llistrik. lSepeda lmotor litu lmenyandang lmesin ldua lsilinder lhorizontal 

lyang lmenggunakan lbahan lbakar lbensin latau lnafta. lDiperlukan lwaktu l20 lmenit 

luntuk lmenghidupkan ldan lmenstabilkan lmesinnya. 

2.1.2. Pengertian Modifikasi 

Pengertian lModifikasi lMotor lmerupakan lgabungan ldua lkata lyang lterdiri 

l“modifikasi lberarti lubah, lpengubahan, lperubahan” ldan lkata lmotor lyang lberarti l“1) 

lmesin lyang lmenjadi ltenaga lpenggerak l2) lsepeda lyang ldigerakkan loleh lmesin 

lsehingga ldapat lbejalan ldengan lpengendaraan lorang”.(Imanto, l2014) lApabila 

lduakata tersebut digabung maka menimbulkan makna yang baru yaitu 

pengubahan kendaraan bermotor. Makna merubah atau memodifikasi kendaraan 
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bermotor yaitu sepeda motor standar dari pabrikan dirubah menjadi bentuk baru 

dengan melakukan inovasi pada bagia tertentu sesuai dengan desain atau konsep 

perancangannya atau pemodifnya. (Imanto, 2014). Pada pasal 1 ayat 12 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

modifikasi kendaran bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis 

dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. 

Sementara lmenurut lSetiawan dalam lbuku lteknis lpraktis lmerawat ldan 

lmereparasi lsepeda lmotor lmatik.Modifikasi lmotor ladalah lmengubah lmotor ldari 

lbentuk lstandar lpabrikan lmenjadi lbentuk lbaru lnamun ldalam lperubahan ltersebut 

ltanpa lmengubah lkenyamanan ldalam lberkendara. lPada ldasarnya 

lmemodifikasikendaraan lbermotor lkhususnya lsepeda lmotor lada lbeberapa 

lklasifikasi latau ljenis lmodifikasi lsepeda lmotor lyang ldikupas ldalam lTabloid lMotor. 

(Imanto, l2014) diantaranya ladalah: 

1. Modifikasi lSedang, Modifikasi lmotor lyang ldilakukan ldengan 

lmerubah lbeberapa lbagian lmotor lsecara lsedang latau lmenengah lyaitu 

ldengan lcara lmengganti lbeberapa lbagian lpokok lmotor lseperti 

lmengganti lveleg, lban, lstang, lsuspense, lmemasang lfairing, lserta 

lpengecatan lbeberapa lbagian latau lseluruhnya. 

2. Modifikasi lBerat, Modifikasi lmotor lyang ldilakukan ldengan lmerubah 

lkeseluruhan lbagian lmotor lsehingga lmenjadi lbentuk lbaru. lPada 

lkategori lModifikasi lBesar, lhampir lbagian-bagian lpenting lsebuah 

lmotor lmengalami lperombakan, lseperti lsuspense ldepan lsampai 
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lbelakang, lstang, lveleg, lban, ltangki lbensin lbahkan lrombakan ldapur 

lpacu latau lmesinn lmotornya ltermasuk lperubahan lkerangka lmotor. 

3. Modifikasi llekstrim, llModifikasi llmotor lluntuk llkategori llini llhampir 

llsama lldengan llkategori llbesar, llnamun llperubahan llyang lldilakukan 

llterlihat llekstrim llatau llagak llmenyimpang llbahkan lltidak 

llmengindahkan llkeselamatan llberkendara. llModifikasi llseperti llini 

lldilakukan lldengan llmerubah llkeseluruhan llbagian llmotor llsehingga 

llmenjadi llbentuk llbaru llyang llaneh, llganjil, llunik lldan llsejenisnya. 

Pada llkategori llModifikasi llEkstrim, llhampir llkeseluruhan llbagian-bagian 

llpenting llsebuah llmotor llmengalami llperubahan, llseperti llsuspensi lldepan llsampai 

llbelakang, llstang, llveleg, llban, lltangki llbensin llbahkan llrombakan lldapur llpacu llatau 

llmesin llmotornya lltemasuk llperubahan llkerangka llmotor. llAkibatnya lldari 

llmemodifikasi llsecara llekstim llini llbiasanya llakan llmelanggar llpersyaratan llteknis lldan 

lllaik lljalan. 

2.1.3. Teori lEfektivitas lHukum 

Semenjak ldilahirkan ldi ldunia, lmaka lmanusia ltelah lmempunyai lhasrat latau 

lkeingnan luntuk lhidup lteratur. lHasrat luntuk lhidup ldengan lteratur ltersebut ldipunyai 

lsejak llair ldan lselalu lberkembang ldi ldalam lpergaulan lhidup ldi ldalam lmasyarakat. 

lNamun lterkadang apa yang di anggap teratur oleh seseorang, belum tentu 

dianggap teratur oleh orang atau pihak lain. Oleh karena itu manusia sebagai 

mahluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dari manusia lainnya harus 

membuat suatu patokan dalam lagar ltidak lterjadi lpertentangan lkepentingan lsebagai 



17 

 

 

lakibat ldari lpendapat lyang lberbeda-beda lmengenai lketeraturan ltersebut. (Soekanto, 

l2018) 

Patokan lmengenai lbagaimna lbersikap lteratur ltersebut lkemudian ldi lkenal 

ldengan lsebutan lnorma latau lkaidah.Norma latau lkaidah ltersebut lbesar lkemungkinan 

l lmuncul ldari lpandangan lmengenai lapa lyang ldi langgap lbaik ldan lburuk.Yang lpada 

lumumnya ldisebut lnilai. lNorma latau lkaidah lyang lsudah ldi ltetapkan lselanjutnya 

lberfungsi lmengatur lpribadi lmanusia.Khususnya lmengenai lbidang lkepercayaan 

latau lkesusilaan. lNorma latau lkaidah lmemiliki lberbagai ltujuan lantara llain: 

l(Soekanto, l2018) 

1. Norma latau lkaida lkepercayaan lagar lmanusia lmemiliki lkehidupan 

lyang lberiman. 

2. Norma latau lkaidakesusilaan lagar lmanusia lmempunyai lhati lnurani 

lyang lbersih. 

3. Norma latau lkaidakesopanan lagar lmanusia lmengalami lkesenangan 

latau lkenikmatan ldi ldalam lkehidupannya. 

4. Norma latau lkaidahukum lagar lmanusia lmerasakan lkedamaian ldi 

ldalam lkehidupannya, ldi lmana lkedamaian lberarti lsuatu lkeserasian 

lantar lketertiban ldan lketentraman, latau lkeserasian lantara lketerikatan 

ldangan lkebebasan. 

Empat ltujuan ldi latas lyang lberkaitan lerat ldengan ltujuan lhukum, lsehingga 

ltugas lhukum ladalah ltidak llain ldari lpada lmencapai lsuatu lkepastian lhukum. 
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(Soekanto, l2018) Berdasar lpenjelasan ltersebut ldi latas lmasalah lpokok ldari lpada 

lpenegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. lFaktor-faktor ltersebut lmempunyai larti lyang lnetral lsehingga 

ldampak lpositif latau lnegatifnya lterletak lpada lisi ldari lfaktor ltersebut. lTeori 

lEfektivitas lhukum ladalah lbahwa lefektif latau ltidaknya lsuatu lhukum lditentukan 

loleh l5 l(lima) lfaktor.Yaitu: l(Soekanto, l2018) 

1. Faktor lhukumnya lsendiri. 

Undang-undang ldalam larti lmateriil ladalah lperaturan ltertulis lyang lberlaku 

lsecara lumum ldan ldibuat loleh lpenguasa lpusat lmaupun ldaerah lyang lsah. lDengan 

ldemikian, lmaka lundang-undang ldalam lmateriil lmeliputi: l 

a. Peraturan lpusat lyang lberlaku luntuk lsemua lwarga lnegara latau 

lsuatu lkelompok ltertentu lsaja lmaupun lyang lberlaku lsecara 

lumum ldi lsebagian lwiayah lnegara. 

b. Peraturan lsetempat lyang lhanya lberlaku ldi ltempat ltertentu 

lsaja. lAgar lundang-undang ldapat lmemberikan ldampak lpositif 

lmaka lada lbeberapa lasas lagar lkemudian ldapat lberlaku lsecara 

lefektiv. 

Asas lyang ldigunakan lagar lundang-undang ldapat lberjalan lefektif ltersebut 

lantara llain: l(Soekanto, l2018) 

1. Asas lNon-Retroaktif Undang-Undang ltidak lberlaku lsurut: lartinya, 

lundang-undang lhanya lboleh lditerapkan lterhadap lperistiwa lyang 
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ldisebut ldalam lundang-undang ltersebut, latau lterhadap lperistiwa lyang 

lterjadi lselepas lundang-undang ltersebut lberlaku. 

2. Asas llex lsuperior lderogat llegi linferior. lUndang-undang lyang ldi lbuat 

loleh lpenguasa lyang llebih ltinggi, lmempunyai lkedudukan lyang llebih 

ltinggi lpula. 

3. Asas llex lspecialis lderogat llegi lgeneralis.Undang-undang lyang 

lkhusus lmengesampingakn lundang-undang lyang lumum. 

4. Asas llex lposterior lderogat llegi lpriori. lUndang-undang lyang lbaru 

lmengesampingkan lundang-undang lyang llama. 

Dalam lpasal l5 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l12 lTahun l2011 

lTentang lPembentukan lPeraturan lPerundang-Undangandapatlah ldikatakan lbahwa 

lperaturan lhukum lyang lbaik litu ladalah lperaturan lhukum lyang ldapat ldi llaksanakan. 

lDapat dilaksana adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di masyarakat, baik secara filosofism yuridis maupun sosiologis. (Indrati, 

2007) dilihat dari sisi: 

1. Sisi yurudis. 

a. Landasan lyuridis lmerupakan lpertimbangan latau lalasan lyang 

lmenggambarkan lbahwa lperaturan lyang ldibentuk luntuk 

lmengatasi lpermasalahan lhukum latau lmengisi lkekosongan 

lhukum ldengan lmempertimbangkan laturan lyang ltelah lada, 
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lyang lakan ldiubah, latau lyang lakan ldicabut lguna lmenjamin 

lkepastian lhukum ldan lrasa lkeadilan lmasyarakat. lLandasan 

lyuridis lmenyangkut lpersoalan lhukum lyang lberkaitan 

ldenganlsubstansi latau lmateri lyang ldiatur lsehingga lperlu 

ldibentuk lPeraturan lPerundang-Undangan lyang lbaru. 

lBeberapa lpersoalan lhukum litu, lantara llain, lperaturan lyang 

lsudah lketinggalan, lperaturan lyang ltidak lharmonis latau 

ltumpang ltindih, ljenis lperaturan lyang llebih lrendah ldari 

lUndang-Undang lsehingga ldaya lberlakunya llemah, 

lperaturannya lsudah lada ltetapi ltidak lmemadai, latau 

lperaturannya lmemang lsama lsekali lbelum lada. 

2. Sosiologis. 

a. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 

dan negara. 

3. Filosofis. 

a. Landasan lfilosofis lmerupakan lpertimbangan latau lalasan lyang 

lmenggambarkan lbahwa lperaturan lyang ldibentuk 

lmempertimbangkan lpandangan lhidup, lkesadaran, ldan lcita 

lhukum lyang lmeliputi lsuasana lkebatinan lserta lfalsafah lbangsa 



21 

 

 

lIndonesia lyang lbersumber ldari lPancasila ldan lPembukaan 

lUndang-Undang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun 

l1945. 

2. Faktor penegak hukum. 

Ruang llingkup ldari listilah lpenegak lhukum ladalah lluas lsekali, loleh lkarena 

lmencakup lmereka lyang lsecara llangsung ldan ltidak llangsung lberkecimpung ldi 

ldalam lbidang lpenegakan lhukum. lSecara lsosiologis, lmaka lsetiap lpenegak lhukum 

lmempunyai lkedudukan ldan lperanan. lKedudukan lmerupakan lposisi ltertentu ldalam 

lstruktur lorganisasi, lyang lmana lsemakin ltinggi lmakan lsemakin lberat ljuga ltugas ldan 

ltanggung ljawabnya, lkedudukan ldisini lmerupakan lsuatu ltempat ldi lmana lhak ldan 

kewajiban bertemu, hak dan kewajiban tadi biasa disebut peranan. (Soekanto, 

2018). Masalah peranan di anggap penting karna penegak hukum memiliki peran 

di mana keputusannya dalam suatu peristiwa harus bisa di pertanggung jawabkan. 

Pengambilan lkeputusan lyang ltidak lterikat loleh lhukum, ldi lmana lpenilai lsecara 

lpribadi ljuga lmemegang lperan. lPengambilan lkeputusan lyang ltidak lterikat loleh 

lhukum lbiasa ldi lsebut ldiskresi. l(Prasetyo, l2014) 

Yakni lpihak-pihak lyang lmembentuk lmaupun lmenerapkan lhukum. lPenegak 

lhukum lsebagai lsalah lsatu lfaktor lyang lmenentukan lproses lpenegakan lhukum ltidak 

lhanya lpihak-pihak lyang lmenerapkan lhukum.Tetapi ljuga lpihak-pihak lyang 

lmembuat lhukum. lPihak-pihak lyang lterkait lsecara llangsung ldalam lproses 

lpenegakan lhukum, lyaitu lkepolisian, lkejaksaan, lkehakiman, lkepengacaraan, ldan 

lpemasyarakatan, lmempunyai lperanan lyang lsangat lmenentukan lbagi lkeberhasilan 
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lusaha lpenegakan lhukum ldalam lmasyarakat. lPenegak lhukum lmerupakan lgolongan 

lpantauan ldalam lmasyarakat, lyang lhendaknya lmempunyai lkemampuan-

kemampuan ltertentu, lsesuai ldengan laspirasi lmasyarakat. lMereka lharus 

ldapatlberkomunikasi ldan lmendapatkan lpengertian ldari lgolongan lsasaran, 

ldisamping lmampu lmembawakan lperananan lyang ldapat lditerima loleh lmasyarakat. 

lSelain litu, lpenegak lhukum ljuga lharus lbijaksana luntuk lmenumbuhkan lpartisipasi 

lmasyarakat, lmemperkenalkan lperaturan-peraturan lhukum lbaru, ldan lmenunjukkan 

lketeladanan lyang lbaik. l 

Problem ldalam lpenegakan lhukum lmeliputi lhal: (Juwono, l2006) 

a. Problem lpembuatan lperaturan lperundangundangan. l 

b. Masyarakat lpencari lkemenangan lbukan lkeadilan. l 

c. Uang lmewarnai lpenegakan lhukum. l 

d. Penegakan lhukum lsebagai lkomoditas lpolitik, lpenegakan lhukum 

lyang ldiskriminatif ldan lewuh lpekewuh. l 

e. Lemahnya lsumberdaya lmanusia. 

f. Advokat ltahu lhukum lversus ladvokat ltahu lkoneksi. l 

g. Keterbatasan langgaran. l 

h. Penegakan lhukum lyang ldipicu loleh lmedia lmasa. 

3. Faktor lsarana latau lfasilitas lyang lmendukung lpenegakan 

lhukum.(Sanyoto, l2008) 

Tanpa ladanya lsarana latau lfasilitas ltertentu, lmaka ltidak lmungkin lpenegakan 

lhukum lakan lberlangsung ldengan llancar. lSarana latau lfasilitas ltersebut, lantara llain 
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lmencakup ltenaga lmanusia lyang lberpendidikan ldan lterampil, lorganisasi lyang lbaik, 

lperalatan lyang lmemadai, lkeuangan lyang lcukup, ldan lseterusnya. lKalau lhal-hal 

litultidak lterpenuhi, lmustahil lpenegakan lhukum lakan lmencapai ltujuannya. 

l(Soekanto, l2018) 

Adapun lbeberapa lhal ltentang lsarana ldan lprasarana lyang lmempengaruhi 

lpeningkatan lpenegakan lhukum ldalam llalu llintas ladalah lsebagai lberikut: 

(Anggarasena, l2010) 

1. Terbatasnya lsarana ldan lprasarana lyang lmendukung lterlaksananya 

lpenegakan lhukum ldi lbidang llalu llintas lantara llain: Perlengkapan 

ljalan lseperti: lrambu-rambu, lmarka ljalan, lpenerangan ljalan ldan ltanda-

tanda llalu llintas llain ldirasakan lmasih lsangat lkurang. 

a. Mobilitas laparat lpenegak lhukum lyang ltidak lmengimbangi 

lhakekat lancaman. 

b. Alat lteknologi lyang ldapat ldimanfaatkan luntuk ltugas lpenegak 

lhukum, lbelum lbisa ldioperasionalkan lsecara lyuridis. 

2. Tidak lberfungsinya ljalan lsebagaimana lmana lmestinya, lakibatnya 

lpenggunaan luntuk lkaki llima, lparkir lpada lbadan ljalan, lbangunan lpada 

ldaerah lmanfaat ljalan ldan lsebagainya. 

3. Rendahnya ldisiplin ldan lbudaya ltertib lpara lpemakai ljalan, 

lsebagaimana lakibat lkualitas ldisiplin lyang lrendah, lpemahaman laturan 

lyang lkurang, ldan lpengaruh lmanajemen ltransportasi lyang ltidak lsehat. 
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4. Belum ladanya lorganisasi lkhusus lyang lbertanggung ljawab lterhadap 

lkeselamatan llalu llintas ldi lnegeri lini ldalam lwadah/ lbadan 

lkoordinasildi lbidang llalu llintas lyang lada ldi lwilayah-wilayah lbelum 

lmencerminkan lkinerja lyang lterfokus lpada lmasalah lkeselamatan llalu 

llintas. 

4. Faktor lmasyarakat. 

Faktor lyang lterpenting ldari lmasyarakat lyang lmenetukan lpenegakan lhukum 

ladalah lkesadaran lhukum lmasyarakat. lSemakin ltinggi lkesadaran lmasyarakat, lmaka 

lakan lsemakin lmemungkinkan lpenegakan lhukum lyang lbaik. lSebaliknya, lsemakin 

lrendah ltingkat lkesadaran lhukum lmasyarakat, lmaka lakan lsemakin lsukar luntuk 

lmelaksanakan lpenegakan lhukum lyang lbaik. (Ali, l2015) 

5. Faktor lkebudayaan. 

Yakni lhasil lkarya, lcipta, ldan lrasa lyang ldidasarkan lpada lkarsa lmanusia ldi 

ldalam lpergaulan lhidup. lKebudayaan lpada ldasarnya lmencakup lnilai-nilai lyang 

lmendasari lhukum lyang lberlaku, lnilai-nilai lmana lmerupakan lkonsepsi labstrak 

lmengenai lapa lyang ldianggap lbaik ldan lapa lyang ldianggap lburuk. lSemakin lbanyak 

lpenyesuaian lantara lperundang lundangan ldengan lkebudayaan lmasyarakat lmaka 

lakan lsemakin lmudahlah lmenegakan lhukum, lsebaliknya ljika lperaturan lperundang-

undangan lyang ltidak lsesuai ldengan lkebudayaan lmasyarakat lmaka lakan lsulit luntuk 

lmenegakan lhukum. (Soekanto, l2018) 
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 Kelima lfaktor ltersebut lsaling lberkaitan lantara lyang lsatu ldengan lyang 

llainnya lkarena lsemuanya lmerupakan lesensi ldari lpenegakan lhukum lserta ljuga 

lmerupakan ltolak lukur ldaripada lefektivitas ldari lpenegakan lhukum. 

(Anggarasena,ll2010) ldan ltidak llupa lsemua lkegiatan ldi lbidang lhukum lperlu ldijaga 

lketerkaitan ldan lketerpaduannya. l(Lopa, l2001) 

2.2. Kerangka lYuridis 

2.2.1. Tinjauan lUmum lUndang lUndang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu 

lLintas ldan lAngkutan lJalan 

Undang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan 

lJalan ltelah ldiundangkan lpada ltanggal l22 lJuni l2009 lyang ljuga ldisahkan loleh 

lPresiden lRepublik lIndinesia lpada ltanggal l22 lJuni l2009. lUndang-Undang lini 

ladalah lkelanjutan ldari lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l14 lTahun l1992 

lTentang lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan. lTerlihat lbahwa lkelanjutannya ladalah 

lmerupakan lpengembangan lyang lsignifikan ldilihat ldari ljumlah lclausul lyang 

ldiaturnya, lyakni lyang ltadinya l16 lbab ldan l74 lPasal lmenjadi l22 lbab ldan l336 lPasal. 

Undang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan 

lJalan ldan lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l14 lTahun l1992 lTentang 

lLalu lLintas lDan lAngkutan lJalan memiliki perbedaan dan persamaan asas,  Pada 

pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan memiliki asas: 

1. Asas lmanfaat. 
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2. Usaha lbersama ldan lkekeluargaan. 

3. Adil ldan lmerata. 

4. Keseimbangan. 

5. Kepentingan lumum. 

6. Keterpaduan. 

7. Kesadaran lhukum. 

8. Percaya lpada ldiri lsendiri. 

Pada lpasal l2 lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas 

ldan lAngkutan lJalan lmemiliki lasas: 

1. Asas ltransparan. 

2. Asas lakuntabel. 

3. Asas lberkelanjutan. 

4. Asas lpartisipatif. 

5. Asas lbermanfaat. 

6. Asas lefisien ldan lefektif. 

7. Asas lseimbang. 

8. Asas lterpadu. ldan l 

9. Asas lmandiri. 

Pada lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan 

lAngkutan lJalan lmemiliki ltujuan lterwujudnya lpelayanan lLalu lLintas ldan lAngkutan 

lJalan lyang laman, lselamat, ltertib, llancar, ldan lterpadu ldengan lmoda langkutan llain 

luntuk lmendorong lperekonomian lnasional, lmemajukan lkesejahteraan lumum, 
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lmemperkukuh lpersatuan ldan lkesatuan lbangsa, lserta lmampu lmenjunjung ltinggi 

lmartabat lbangsa. lterwujudnya letika lberlalu llintas ldan lbudaya lbangsa. ldan l 

lterwujudnya lpenegakan lhukum ldan lkepastian lhukum lbagi lmasyarakat. Tujuan 

dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan adaldah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan 

jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, 

mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau scluruh pelosok 

wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas 

sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan 

biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Mencermati llebih ldalam ldari lsemangat lyang ltelah ldisebutkan ldi latas, lmaka 

lkita lharus llebih ldalam llagi lmelihat lisi ldari lPasal-Pasal lyang lada ldi lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan. lDari lsini 

lkita lakan ltahu lapakah lsemangat ltersebut lseirama ldengan lisi ldari lpengaturan-

pengaturannya, latau ljustru lberbeda. lSelanjutkan ldapat lmelihat lbagaimana lUndang-

Undang lini lakan lberjalan ldi lmasyarakat lserta lbagaimana lpemerintah lsebagai 

lpenyelenggara lnegara ldapat lmengawasi lserta lmelakukan lpenegakannya. 

lPelaksanaan lDalam lPenanganan lKecelakaan lLalu lLintas lsebagaimana ltelah 

ldikemukakan ldi latas lbahwa limplementasi ldari lUndang-Undang lNomor l22 lTahun 

l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lbukanlah lmerupakan lsesuatu lyang 

lmudah ldilaksanakan. lBaik loleh lpihak lpenegak lundang-undang lmaupun loleh lpihak 

lmasyarakat lumum. lHal lini ldisebabkan loleh lbeberapa lhal, lselain lfaktor lkarena 

lundang-undang lini lkurang lsosialisasinya ldi ltengah-tengah lmasyarakat lumum 
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lsehingga lterjadi lsikap lacuh ltak lacuh lterhadap Undang-Undang lNomor l22 lTahun 

l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan, ljuga loleh lkarena lfaktor lbudaya 

lmasyarakat lserta lsarana ldanlprasarana llalu llintas lyang lkurang lmemadai lberupa 

lrambu-rambu ldan ltempat-tempat lpemberhentian. l 

Semua lini lmenyebabkan lterhambatnya lpelaksanaan Undang-Undang lNomor 

l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan. lPemerintah lmempunyai 

ltujuan luntuk lmewujudkan llalu llintas ldan langkutan ljalan lyang lselamat, laman, 

lcepat, llancar, ltertib ldan lteratur, lnyaman ldan lefisien lmelalui lmanajemen llalu llintas 

ldan lrekayasa llalu llintas. lTata lcara lberlalu llintas ldi ljalan ldiatur ldengan lperaturan 

lperundangan lmenyangkut larah llalu llintas, lperioritas lmenggunakan ljalan, llajur llalu 

llintas, ljalur llalu llintas ldan lpengendalian larus ldi lpersimpangan. lManajemen llalu 

llintas lmeliputi lkegiatan lperencanaan, lpengaturan, lpengawasan, ldan lpengendalian 

llalu llintas. l 

2.2.2. Tinjauan lUmum lPersyaratan lTeknis lDan lLaik lJalan 

Dengan ldisahkannya lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu 

lLintas ldan lAngkutan lJalan ldan lditetapkannya lPeraturan lPemerintah lRepublik 

lIndonesia lNomor l55 lTahun l2012 lTentang lKendaraan, kemudian dalam pasal 106 

ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan maka lsetiap lkendaraan lyang ldi lberoperasi ldi ljalan lharus lmemenuhi 

lpersyaratan lteknis ldan llaik ljalan, dalam lpasal l48 layat l2 lunsur ldalam lpersyaratan 

lteknis lantara llain: 

1. Susunan. 
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2. Perlengkapan. 

3. Ukuran. 

4. Karoseri. 

5. Rancangan lteknis lkendaraan lsesuai ldengan lperuntukannya. 

6. Pemuatan. 

7. Penggunaan. 

8. Penggandengan lkendaraan lbermotor. ldan/atau l 

9. Penempelan lkendaraan lbermotor 

Persyaratan llaik ljalan ltermuat ldalam lpasal l48 layat l3 lyang lterdiri ldari: 

1. Emisi lgas lbuang. 

2. Daya lpancar. 

3. Efisiensi lsistem lrem lutama. 

4. Efisiensi lsistem lrem lparkir. 

5. Kincup lroda ldepan. 

6. Suara lklakson. 

7. Daya lpancar ldan larah lsinar llampu lutama. 

8. Radius lputar. 

9. Akurasi lalat lpenunjuk lkecepatan. 

10. Kesesuaian lkinerja lroda ldan lkondisi lban. ldan l 

11. Kesesuaian ldaya lmesin lpenggerak lterhadap lberat lkendaraan. 

2.2.3. Tinjauan Umum Dasar Hukum Modifikasi 
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Pasal l1 layat l12 lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l55 lTahun 

l2012 lTentang lKendaraan lmenerangkan lbahwasannya lmodifikasi lkendaraan 

lbermotor ladalah lperubahan lterhadap lspesifikasi lteknis ldimensi, lmesin, ldan/ latau 

lkemampuan ldaya langkut lkendaraan lbermotor. lPada ldasarnya lmodifikasi 

lkendaraan ldi lperbolehkan ldengam lketentuan ltertentu ldan ldi latur l ldalam lPasal l132 

layat l6 ldan l7 lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l55 lTahun l2012 

lTentang lKendaraan: 

1. Pasal l6 l: Modifikasi lkendaraan lbermotor lhanya ldapat ldilakukan 

lselepas lmendapat lrekomendasi ldari lAgen lTunggal lPemegang lMerek. 

2. Pasal l7 l: Modifikasi lkendaraan lbermotor lwajib ldilakukan loleh 

lbengkel lumum lkendaraan lbermotor lyang lditunjuk loleh lmenteri lyang 

lbertanggung ljawab ldi lbidang lindustri. 

Kendaraan lyang ldi lmodifikasi lpada lbagian lmesin, ldimensi ldan ldaya langkut 

lharus lmelakukan luji ltipe lkendaraan lbermotor, lsesuai ldengan lpasal l1 layat l10 

lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l55 lTahun l2012 lTentang 

lKendaraan.Selanjutnya lkendaraan lyang ldi lmodifikasi lharus lmemenuhi lpersyaratan 

lteknis ldan llaik ljalan, lyang ltermuat ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 

lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lterdapat lpada lpasal l48 layat l2 ldan l3. 

Pengujian lkendaraan lbermotor ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun 

l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan, ltepat lPasal l49 lyang lberbunyi: 
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1. Kendaraan lbermotor, lkereta lgandeng, ldan lkereta ltempelan lyang 

ldiimpor, ldibuat latau ldirakit ldi ldalam lnegeri lyang lakan ldioperasikan 

ldi ljalan lwajib ldilakukan lpengujian. 

2. Pengujian lsebagaimana ldimaksud lpada layat l1 lmeliputi: l 

a. Uji ltipe. 

b. Uji lberkala. 

Pasal l50 lyang lberbunyi l: 

1. Uji ltipe lsebagimana ldimaksud lpada lPasal l49 layat l2 lhuruf la lwajib 

ldilakukan lbagi lsetiap lkendaraan lbermotor, lkereta lgandeng, ldan 

lkereta ltempel, lyang ldiimpor, ldibuat latau ldirakit ldalam lnegeri lserta 

lmodifikasi lkendaraan lbermotor lyang lmenyebabkan lperubahan ltipe. 

2. Uji ltipe lsebagimana ldimaksud lpada layat l1 lsendiri lterdiri latas: 

a. Pengujian lfisik luntuk lpemenuhan lpersyaratan lteknis ldan llaik 

ljalan lyang ldilakukan lterhadap llandasan lkendaraan lbermotor 

ldan lkendaraan lbermotor ldalam lkeadaan llengkap. 

b. Penelitian lrancang lbangunan ldan lrekayasa lkendaraan 

lbermotor lyang ldilakukan lterhadap lrumah-rumah, lbak 

lmuatan, lkereta lgandengan, lkereta ltempelan, ldan lkendaraan 

lbermotor lyang ldimodifikasi ltipenya. 

3. Uji ltipe lsebagimana ldimaksud lpada layat l1 ldilaksanakan loleh lunit 

lpelaksana luji ltipe lpemerintah. 
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4. Ketentuan llebih llanjut lmengenai luji ltipe ldan lunit lpelaksana 

lsebagimana ldimaksud lpada layat l1 ldan layat l3 ldiatur ldengan lperaturan 

lpemerintah. l 

2.2.4. Tinjauan lUmum lDaya lPancar 

Setiap lKendaraan lBermotor lyang ldioperasikan ldi lJalan lharus lmemenuhi 

lpersyaratan lteknis ldan llaik ljalan. lDalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 

lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan laturan lmengenai ldaya lpancar lterdapat 

pada pasal 48 ayat 3 g. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis ldan 

llaik ljalan ldiatur ldengan lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l55 

lTahun l2012 lTentang lKendaraan, ldaya lpancar ldalam lPeraturan lPemerintah 

lRepublik lIndonesia lNomor l55 lTahun l2012 lTentang lKendaraan lterdapat lpada lpasal 

l70huruf la ldan lb. 

Daya pancar dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2012 Tentang Kendaraan harus di ukur berdasarkan satuan candela. Daya 

pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela. 

Peraturan lPemerintah lNo l55 lTahun l2012 lyang lmengacu lpada lUndang-Undang 

lnomor l22 ltahun l2009 lpasal l48 layat l3 ltentang lsistem llampu ldan lalat lpemantul 

lcahaya, ldisebutkan lwarna llampu lyang ldiperbolehkan. lKetentuan ltersebut lmeliputi: 

1. Lampu lutama ldekat lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda. 

2. Lampu lutama ljauh lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

3. Lampu penunjuk arah kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar 

kelap-kelip. 
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4. Lampu lrem lkendaraan lberwarna lmerah. 

5. Lampu lposisi ldepan lkendaraan lberwarna lputih latau lkuning lmuda 

6. Lampu lposisi lbelakang lkendaraan lberwarna lmerah. 

7. Lampu lmundur lkendaraan lwarna lputih latau lkuning lmuda, lkecuali 

luntuk lkepeda lmotor. 

8. Lampu lpenerangan lpada ltanda lnomor lkendaraan lbermotor ldi lbagian 

lbelakang. 

9. Lampu lisyarat lperingatan lbahaya lpada lkendaraan lberwarna lkuning 

ltua, ldengan lsinar lkelap-kelip. 

10. Lampu ltanda l lbatas ldimensi lkendaraan lbermotor, lberwarna lputih latau 

lkuning lmuda, luntuk lkendaraan lbermotor lyang llebarnya llebih ldari 

l2.100 lmm luntuk lbagian ldepan,dan lberwarna lmerah luntuk lbagian 

lbelakang. 

11. Alat lpemantul lcahaya lpada lkendaraan lberwarna lmerah, lyang 

lditempatkan lpada lsisi lkiri ldan lkanan lbagian lbelakang lkendaraan 

lbermotor. l 

Pasal l48 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLLAJ, 

lUndang l–Undang lberlalu llintas lNo l4 lpoin lC lberbunyi l“dipasang lpada lketinggian 

ltidak lmelebihi l1.500 lmm ldari lpermukaan ljalan ldan ltidak lmelebihi l400 lmm ldari 

lsisi lbagian lterluar lkendaraan”. lUntuk lbatasan lintensitas lcahaya llampu lpada 

lkendaraan lbermotor lyaitu lpasal l70 lPeraturan lPemerintah l55 l2012 lyang 

lmenerangkan lbahwa ldaya lpancar ldan larah lsinar llampu lutama lharus llebih ldari latau 

lsama ldengan l12.000 lcandela. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, daya lpancar suara diatur dalam pasal 48 ayat 3 huruf b. Mengenai 

luji ltingkat ldaya lpancar ldi latur ldalam lpasal l54 layat l3 lhuruf lb. lDalam lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan ltidak ldi 

latur lmengenai lstandar loperasional lprosedur lpengujian ltingkat ldaya lpancar 

lkendaraan lbermotor. lUji ldaya lpancar lkendaraan lbermotor ltipe lbaru ldi latur ldalam 

lPeraturan lMenteri lNegara lLingkungan lHidup lNomor l07 lTahun l2009 lTentang 

lAmbang lBatas lDaya lpancar lKendaraan lBermotor lTipe lBaru ldengan lketentuan 

ltahapan: l 

1. Penanggung ljawab lusaha ldan/atau lkegiatan lmengajukan lpermohonan 

luji ltipe ldaya lpancar lkepada lnstansi lyang lbertanggung ljawab ldi 

lbidang llalu llintas ldan langkutan ljalan. 

a. Penanggung ljawab lusaha ldan/atau lkegiatan ladalah lorang 

lperseorangan, lkelompok lorang ldan/atau lbadan lhukum lyang 

lmemproduksi lkendaraan lbermotor ltipe lbaru ldan/atau 

lmelakukanmpor lkendaraan lbermotor ldalam lkeadaan lutuh 

l(completely lbuilt-up) latau ldalam lkeadaan ltidak lutuh. 

2. Instansi lyang lbertanggung ljawab ldi lbidang llalu llintas ldan langkutan 

ljalan lmelakukan luji ldaya lpancar ldi llaboratorium lyang lterakreditasi 

lyang lberada ldi ldalam lnegeri 

a. Laboratorium terakreditasi adalah laboratorium yang 

melakukan uji daya pancar kendaraan bermotor tipe baru 

yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau 
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badan yang diakui secara internasional.Dalam pasal 122 ayat 

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2012 Tentang Kendaraan yang berhak melakukan pengujian 

terhadap kendaraan bermotor adalah unit pelaksana 

pengujian kendaraan bermotor  

b. Prasarana ldan lperalatan lpengujian lyang lakurat, lsistem ldan 

lprosedur lpengujian, ldan lsistem linformasi lmanajemen 

lpenyelenggaraan lpengujian. l 

c. Tenaga lpenguji lyang lmemiliki lsertifikat lkompetensi lpenguji 

lkendaraan lbermotor. 

 

2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 

Di ldalam lpengertian lumum lyang ldiatur loleh lUndang-Undang lNomor l22 

lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan tidak lditemukan ladanya 

lpengertian lsecara ljelas ltentang lapa lyang ldimaksud ldengan lpelanggaran llalu llintas. 

(Naning, l1983) Bahwa lpelanggaran llalu llintas ladalah lperbuatan latau ltindakan 

lseseorang lyang lbertentangan ldengan lperaturan lperundang-undangan llalu llintas 

ljalan. lYang ldimaksud ldengan lpelanggaran ladalah lperbuatan latau lperkara 

lmelanggar. lAtau ldengan lkata llain lpelanggaran ladalah ltindak lpidana lyang llebih 

lringan ldaripada lkejahatan. lSedangkan lyang ldimaksud ldengan lmelanggar ladalah 

lmelewati latau lmelalui ldengan ltidak lsah, lmenubruk, lmenabrak, lmenyalahi, 

lmelawan. lJadi ldapat ldisimpulkan lbahwa ldefinisi lpelanggaran lyaitu 
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lpelanggaranllalu llintas ladalah lsuatu lperbuatan latau lperkara lmelewati, lmelalui 

ldengan ltidak lsah, lmenabrak, lmenyalahi, lmelawan, lyang lberhubungan ldengan larus 

lbolak-balik, lhilir lmudik latau lperjalanan ldijalan, lperhubungan lantara lsatu ltempat 

ldengan ltempat lyang llain ldengan lmenggunakan lkendaraan lbermotor. 

Dalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan 

lAngkutan lJalan, lbahwa ldari lketentuan lPasal l316 layat l1, ldapat ldiketahui ljelas 

lmengenai lpasal-pasal ltentang lpelanggaran llalu llintas, lAntara llain: lketentuan 

lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l274 lsampai ldengan lPasal l313. lPelanggaran 

llalu llintas lsebagaimana lyang ldiatur ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 

ltentag lLalu llintas lDan lAngkutan lJalan lAntara llain 

1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. 

Pidana kurungan. Waktu paling lama 4 bulan atau denda paling 

banyak Rp 1 juta. (Pasal 281).  

2. Memiliki lSurat lIzin lMengemuditapi ltidak ldapat lmenunjukkanya. 

Pidana lkurungan.Waktu lpaling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling 

lbanyak lRp l250 lribu. l(Pasal l288 layat l2). l 

3. Kendaraan ltidak ldipasangi ltanda lnomor lkendaraan. 

Dipidana ldengan lpidana lkurungan. lpaling llama l2 lbulan latau ldenda 

lpaling lbanyak lRp l500 lribu. l(Pasal l280) l 

4. Motor ltidak ldipasangi lspion, llampu lutama, llampu lrem, lklakson, 

lpengukur lkecepatan, ldan ldaya lpancar. l 



37 

 

 

Dipidana lkurungan. lpaling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l250 lribu l(Pasal l285 layat l1) l 

5. Mobil ltidak lpasang lspion, lklakson, llampu lutama, llampu lmundur, 

llampu lrem, lkaca ldepan, lbumber, lpenghapus lkaca. l 

pidana lkurungan. lpaling llama l2 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l500 lribu l(Pasal l285 layat l2) l 

6. Mobil lyang ltdak ldilengkapi lban lcadangan, lsegitiga lpengaman, 

ldongkrat, lpembuka lroda, ldan lperalatan lpertolongan lpertama lpada 

lkecelakaan. 

Dipidana lkurungan. lpaling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l250 lribu l(Psal l278) l 

7. Setiap lpengendara lyang lmelanggar lrambu llalu llintas. l 

Dipidana lkurungan. lpaling llama l2 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l500 lribu l(Pasal l287 layat l1 l) l 

8. Setiap lpengendara lyang lmelanggar lbatas lkecepatan lpaling ltinggi latau 

lpaling lrendah. lDipidana lkurungan. lpaling llama l2 lbulan latau ldenda 

lpaling lbanyak lRp l500 lribu l(Pasal l287 layat l5) l 

9. Kendaraan ltidak lada lsurat ltanda lnomor lkendaraan lbermotor latau 

lsurat ltanda lcoba lkendaraan lbermotor. l 

Dipidana lkurungan. lpaling llama l2 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l500 lribu l(Pasal l288 layat l1) 

10. Pengemudi latau lpenumpang lyang lduduk ldisamping lpengemudi 

lmobil ltak lmengenakan lsabuk lkeselamatan. l 
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Dipidana lkurungan. lpaling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l250 lribu l(Pasal l289) l 

11. Pengendara ldan lpenumpang lmotor ltidak lpakai lhelm lstandar. l 

Dipidana lkurungan. Paling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak 

lRp l250 lribu l(Pasal l291 layat l1) l 

12. Mengendarai lkendaraan lbermotor ldijalan ltanda lmenyalakan llampu 

luatama lpada lmalam lhari ldan lkondisi ltertentu. lsebagaimana ldimaksud 

ldalam lpasal l107 layat l(1) l20. Dipidana lkurungan. lPaling llama l1 l(satu) 

lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp l250 l(dua lratus llima lpuluh lribu 

lrupiah) l(Pasal l293 layat l1) l 

13. Mengendarai lsepeda lmotor ldijalan ltanpa lmenyalakan llampu luatama 

lpada lsiang lhari. lsebagamana ldimaksud ldalam lpasal l107 layat l(2) 

Dipidana lkurungan. lpaling llama l15 l(lima lbelas) lhari latau ldenda 

lpaling lbanyak lRp l100 l(seratus lribu lrupiah) l(Pasal l293 layat l2) l l 

14. Setiap lpengendara lsepeda lmotor lyang lakan lberbelok latau lberbalik 

larah ltanpa lmemberi lisyarat llampu. l 

Dipidana lkurungan lpaling llama l1 lbulan latau ldenda lpaling lbanyak lRp 

l250 lribu l(Pasal l294) 

Majunya lilmu lpengetahuan ldibidang lteknik lakan lselalu lmenambah ljumlah 

lkendaraan lbermotor ldan lmakin lramainya ljalan loleh lpara lpemakai ljalan lterutama 

lyang lmempergunakan lkendaraan lbermotor lmenyebabkan lpesatnya larus llalu 

llintasldi ljalanan. lSimpang lsiurnya llalu llintas ldi ljalanan lsetiap lhari lbertambah lterus 

lsehingga lsegala lakibat lyang lditimbulkan loleh lramainya llalu llintas litu lakan 
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lmempunyai lefek ljuga lbagi lmasyarakat. lBertambahnya ljumlah lkendaraan lbermotor 

lseperti lsepeda lmotor ldan lmobil ldengan lberbagai lmacam lragam lstylenya, 

lmereknya, lberarti ljuga lpengemudinya lmenunjukan lkenaikan lyang lpesat. l 

Dikeluarkanya lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas 

ldan lAngkutan lJalan lini ladalah lagar lmasyarakat ldapat lmengetahui ldan lmematuhi 

laturan-aturan lyang lberlaku ldalam lundang-undang lini.Mengingat lbegitu lbanyaknya 

lrevisi lperaturan ldalam lundang-undang lyang lbaru lini. lSemua lperaturan lyang ldi 

lkeluarkan lini lagar ldapat lmenjaga lketertiban, lkeamanan, ldan lkelancaran ljalanya 

llalu llintas lkendaraan lbermotor ldi ljalan lraya. lMaksud ldikeluarkanya lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lini lkarena 

lundang-undang llalu llintas lyang llama litu lsudah ltidak lsesuai llagi ldengan 

lperkembangan lzaman lterutama lkarena lpesatnya lperkembangan lkemajuan lteknik 

ldibidang lpengangkutan ldi ljalan lraya. lSetiap lorang ldianggap/ ldiwajibkan 

lmengetahui lundang-undang ldan lperaturan-peraturan.Tetapi lhanya lsebagian lkecil 

lsaja ldari lpenduduk lyang lmengerti lterutama lmengenai lperaturan llalu llintas lyaitu 

lhanyalah lpengemudi lkendaraan lbermotor lyang ltelah lmenempuh lujian lketika 

lhendak lmendapatkan lSurat lIzin lMengemudi l(SIM). lBilamana lterjadi lsuatu 

lpelanggaran lperaturan llalu llintas. lMaka lterlebih ldahulu lharuslah ldiingat lbahwa 

lsegala lperaturan llalu llintas ljalan lberisikan l2 l(dua) lkategori lketentuan lyaitu lyang 

lmerupakan lperintah ldan llarangan. lDalam lhal lpelanggaran lperaturan llalu llintas 

ltidaklah lmemperhatikan lapakah ltindakan litu ldilakukan ldengan lsengaja latau lkarena 

lkealpaan. lKarenalseorang lpengemudi lkendaraan lbermotor lyang lpada lwaktu 

lmengendarai lkendaraanya ldi ljalan lumum ltertangkap loleh lPolisi lkarena ldia ltidak 
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lmembawa lsurat lizin lmengemudi l(SIM) lkarena ltertinggal ldi lrumah. lDalam lhal 

lpelanggaran llalu llintas ltetap ldipersalahkan. l 

Masalah llupa latau lketinggalan ldisini ladalah lsuatu lkealpaan l(culpa). lTetapi 

ldalam lperaturan llalu llintas lkealpaan lini ltidak ldiperhatikan. lAkibat ldari 

lpelanggaran llalu llintas lini ldapat lmerugikan lharta lbenda.Misalnya ldengan lrusaknya 

lkendaraan litu lsendiri, lbahkan ldapat lpula lmerenggut ljiwa lorang llain lmaupun ljiwa 

ldari lpada lpengemudi litu lsendiri, ltetapi lada ljuga lpelanggaran lyang ltidak ldapat 

lmenimbulkan lkerugian lapa-apa, ldan ljenis lpelanggaran lyang lterakhir linilah lyang 

lpaling lsering lterjadi. lAkibat ldari lpada ljenis lpelanggaran llalu llintas lyang lterakhir 

lini lhanyalah ldirasakan loleh lsi lpengemudi latau lpemilik lkendaraaan litu lsendiri, 

lmisalnya lterhadapnya ldijatuhi lhukuman ldenda latau lhukuman lkurungan lsebagai 

lpengganti lapabila ldenda litu ltidak ldibayar. lDalam lhal lterjadi lkecelakaan llalu llintas 

lyang ldisebabkan loleh lkealpaan, lsehingga lterjadi lpalanggaran lPasal-Pasal ldalam 

lKitab lUndang-Undang lhukum lpidana lUndang lUndang lNo. l8 lTahun l1981 

lTentang : lKitab lUndang lUndang lHukum lAcara lPidana lterutama lPasal l359 ldan 

l360, ldisebabkan lpengemudi ltidak lmemperhatikan lkepentingan lumum. lMisalnya 

lmelarikan lkendaraanya ldengan lkecepatan lyang ltinggi, lmembawa lmuatan lorang 

latau lbarang llebih ldari lpada lapa lyang ltelah lditetapkan latau lkarena lkurang 

lmemperhatikan lkeadaan lalat-alat ldari lkendaraan lyang ldikemudikannya. l lApakah 

ltiap lkecelakaan lyang lterjadi ldijalan ltermasuk lkecelakaan llalu llintas? lPenetapan 

larti lini ladalahlpenting luntuk ldijadikan lpegangan lbagi lpara lpemeriksa lkecelakaan 

llalu llintas ldan ljuga lbagi lpencatatan lmengenai lbanyaknya lkecelakaan lyang lterjadi.  
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 Dalam lPasal l316 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 ltentang 

lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan ldapat lkita lketahui lPasal-Pasal lmana lyang 

lmengatur ltentang lperbuatan-perbuatan lyang ldikategorikan lsebagai lpelanggaran 

llalu llintas. lPasal l316 layat l(1) ladalah: l“Ketentuan lsebagaimana ldimaksudkan ldalam 

lPasal l274, lPasal l275 layat l(1), lPasal l279, lPasal l280, lPasal l281, lPasal l282, lPasal 

l283, lPasal l284, lPasal l285, lPasal l287, lPasal l288, lPasal l289, lPasal l290, lPasal l291, 

lPasal l293, lPasal l294, lPasal l295, lPasal l296, lPasal l297, lPasal l298, lPasal l299, lPasal 

l309, ldan lPasal l313 ladalah lpelanggaran”. 

2.2.6. Tinjauan Umum  Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

Dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 

Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,  Uji berkala adalah 

pengujian lkendaraan lbermotor lyang ldilakukan lsecara lberkala lterhadap lsetiap 

lkendaraan lbermotor, lkereta ldengan, lkereta ltempelan lyang ldioperasikan ldi ljalan. 

lPengujian lkendaraan lbermotor ldi llakukan lpada lunit lpelaksana luji lkendaraan 

lbermotor ldan lpengujian ldi llakukan loleh lpenguji lkendaraan lbermotor lyang 

lmemiliki lkompetensi, lkompetensi ldi ltunjukkan ldengan ladanya lsertifikat 

lkompetensi lhal ini tertuang dalam pasal 1 (Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor, n.d.), pada pasal l2 lUji lberkala lkendaraan lbermotor 

ldilaksanakan ldengan ltujuan luntuk: 

1. memberikan ljaminan lkeselamatan lsecara lteknis lterhadap lpenggunaan 

lkendaraan lbermotor, lkereta lgandengan ldan lkereta ltempelan ldi ljalan; l 
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2. mendukung lterwujudnya lkelestarian llingkungan ldari lkemungkinan 

lpencemaran lyang ldiakibatkan loleh lpenggunaan lkendaraan lbermotor, 

lkereta lgandengan ldan lkereta ltempelan ldi ljalan; l 

3. memberikan lpelayanan lumum lkepada lmasyarakat. 

Penyelenggaraan lpengujian lberkala lkendaraan lbermotor lharus lmemenuhi 

lpersyaratan lyang lantara llain lmeliputi l: 

1. unit lpelaksana luji lberkala lkendaraan lbermotor lwajib ldilengkapi 

ldengan lfasilitas ldan lperalatan lpengujian; l 

2. pemilihan ljenis, ltipe, lkapasitas, ljumlah ldan lteknologi lfasilitas 

lmaupun lperalatan lpengujian lharus ldilakukan lsesuai lkebutuhan; l 

3. pengujian lkendaraan lbermotor ldilakukan loleh ltenaga lpenguji lyang 

lmemiliki lkompetensi ldibidang lpengujian lkendaraan lbermotor; l 

4. pengujian lharus ldilakukan lsesuai lprosedur ldan ltata lcara lpengujian 

lberkala lkendaraan lbermotor; l 

5. lokasi lUnit lPelaksana lUji lBerkala lKendaraan lBermotor lharus lsesuai 

ldengan lpersyaratan lyang ldiatur ldalam lperaturan lini; l 

6. Unit lPelaksana lUji lBerkala lKendaraan lBermotor lharus lmelaksanakan 

lpengujian lberkala lsesuai lakreditasi lyang ldiberikan. lhasil luji lberkala 

lkendaraan lbermotor lharus lakurat ldan ldapat ldipertanggung ljawabkan; 

Dalam lhal ltertentu lpenyelenggaraan luji lberkala ldapat ldilakukan ldengan 

lmenggunakan lunit luji lberkala lkeliling, lhal-hal lyang ltertentu lyang ldi lmaksud lantara 

llain l: ltertuang ldalam lpasal l41 l 
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1. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-

tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;  

2. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas 

daerah yang harus dilayani;  

3. tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.   

Dan lharus ldilengkapi lperalatan luji lkendaraan lbermotor, lsekurang- 

lkurangnya lmeliputi: 

1. alat luji lemisi lgas lbuang; l 

2. alat lpengukur lberat lkendaraan l(axle lload lmeter); l 

3. alat luji lrem; l 

4. alat luji lpengukur lkecepatan l(speedometer ltester) l 

5. alat luji llampu; l 

6. alat luji lkincup lroda ldepan; l 

7. alat lpengukur ldimensi. 

Kemudian ldalam lpasal l43 lpelaksanaan luji lberkala lmenggunakan lunit luji 

lkeliling lharusdilakukan lpada llokasi ltetap lyang lmemiliki lfasilitas lsekurang- 

lkurangnya l: 

1. pelataran lparkir ldengan lpermukaan ltanah lyang lrata; l 
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2. tersedia lgedung latau lbangunan ladministrasi; l 

3. dipasang lpapan lnama lyang lmenyatakan ltempat luji lberkala; l 

4. dipasang lpapan linformasi ltentang ljadwal lpelayanan luji lkeliling. 

2.2.7. Dasar lHukum lPenggunaan lSepeda lMotor 

Menurut Surajiman l& lHarahap, lSepeda lmotor lmerupakan lalat ltransportasi 

lyang lpenggunaannya ltunduk lpada lperaturan lperundangan lyang lberlaku ldi 

lIndonesia lterutama lpada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Sepeda lmotor lmenurut lPasal l1 lbutir lke l(20) lUndang-

Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan ladalah, 

l“Kendaraan lBermotor lroda ldua ldengan latau ltanpa lrumah-rumah ldan ldengan latau 

ltanpa lkereta lsamping latau lKendaraan lbermotor lberoda ltiga ltanpa lrumah-rumah”. 

lSebagai lalat ltransportasi lsepeda lmotor lpemanfaatannya lharus lselaras ldengan 

ltujuan ltransportasi lyaitu lmampu lmengangkut lorang ldari ltempat lasal lsampai lke 

ltempat ltujuan ldengan lselamat, lcepat, ltepat, lefektif ldan lefisien. lTransportasi loleh 

lahli lmanajemen ltransportasi ldiartikan lsebagai ltindakan latau lkegiatan lmengangkut 

latau lmemindahkan lmuatan l(barang ldan lorang) ldari lsuatu ltempat lke ltempat llain, 

latau ldari ltempat lasal lke ltempat ltujuan. lTempat lasal ldapat lmerupakan ldaerah 

lperumahanl(pemukiman), lsedangkan ltempat ltujuannya ladalah ltempat lbekerja, 

lkantor, lsekolah, lkampus, lrumah lsakit, lpasar, lpusat lperbelanjaan, lhotel, lpelabuhan, 

lbandar ludara, ldan lmasih lbanyak llagi lyang llainnya, lataupun ldalam larah lsebaliknya, 

lyaitu ltempat ltujuan lmerupakan ltempat lasal ldan ltempat lasal lmerupakan ltempat 

ltujuan. l(Adisasmita, l2011) 
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 Hal-hal lyang ldikemukakan ldi latas ladalah lsesuatu lnorma lideal lyang lbisa 

ldikaitkan ldalam lpenyelenggaraan ltarnsportasi. lPenyelenggaraan ltransportasi ldi 

lIndonesia ldalam lhal llalu llintas ldan langkutan ljalan ltunduk lpada lUndang-undang 

lNomor l22 ltahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan. lUndang-undang lini 

lterdiri ldari l326 lPasal lyang ldikelompokkan ldalam l22 lbab. lBerkenaan ldengan 

lpenerapan laturan ldan lsanksi lpenggunaan lsepeda lmotor ldalam lberlalu llintas lberada 

lpada lbab-bab ltentang lKendaraan, lPengemudi, lLalu lLintas, lAngkutan, lKeamanan 

ldan lKeselamatan lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan, lDampak llingkungan, 

lKecelakaan llalu lLintas, lPenyidikan ldan lPenindakan lPelanggaran lLalu llintas ldan 

langkutan lJalan, ldan lKetentuan lPidana. 

 Undang lUndang lNomor l22 ltahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan lAngkutan 

lJalan ltidak lmengatur lsecara lkhusus ltentang lsepeda lmotor. lMeskipun ldemikian 

lsemangat ldalam lUndang lUndang l22 ltahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan 

lAngkutan lJalan ldalam lmengatur lkendaraan lbermotor ldapat ldilihat ldari ltujuan lyang 

lhendak ldicapai, lseperti lyang ltercantum ldalam lPasal l3 lbahwa, lbertujuan: 

1. Terwujudnya lpelayanan lLalu lLintas ldan lAngkutan lJalan lyang laman, 

lselamat, ltertib llancar, ldan lterpadu ldengan lmoda langkutan llain 

luntuklmendorong lperekonomian lnasional, lmemajukan lkesejahteran 

lumum, lmemperkukuh lpersatuan ldan lkesatuan lbangsa, lserta lmampu 

lmenjunjung ltinggi lmartabat lbangsa. 

2. Terwujudnya letika lberlalu llintas ldan lbudaya lbangsa. 
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3. Terwujudnya lpenegakan lhukum ldan lkepastian lhukum lbagi 

lmasyarakat. 

 Guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah bertanggung jawab 

melaksanakan pembinaan antara lain yang disebutkan dalamUndang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal l5 layat l(1) 

ldan l(2), lyang lmeliputi: l 

a. Perencanaan. 

b. Pengaturan. 

c. Pengendalian. ldan l 

d. Pengawasan. 

 Oleh lkarena litu ldalam lrangka lmewujudkan lsistem ltransportasi lnasional 

lsemua laktivitas ltransportasi lharus lberada lpada lperencanaan, lpengaturan, 

lpengendalian, ldan lpengawasan lpemerintah lsebagai lsatu lkesatuan. lSetiap lpengguna 

ljalan, lterutama lpengguna lkendaraan lbermotor lwajib lberperilaku ltertib lserta 

lmencegah lhal-hal lyang ldapat lmerintangi, lmembahayakan lkeamanan ldan 

lkeselamatan llalu llintas ldan langkutan ljalan lmaupun lyang ldapat lmenimbulkan 

lkerusakan ljalan l(Pasal l105 lhuruf la ldan lb). 

 Guna lmencapai lketertiban ldan lkeselamatan ldalam lberlalu llintas lmenurut 

lPasal l106 lUndang-Undang lNomor l22 ltahun l2009 ltentang lLalu lLintas ldan 

lAngkutan lJalan lmenyebutkan lbahwa: 
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1. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor ldi ljalan 

lwajib lmengemudikan lkendaraannya ldengan lwajar ldan lpenuh 

lkonsentrasi. 

2. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor ldi lJalan 

lwajib lmengutamakan lkeselamatan lPejalan lKaki ldan lpesepeda. 

3. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor ldi lJalan 

lwajib lmematuhi lketentuan ltentang lpersyaratan lteknis ldan llaik ljalan. 

4. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor ldi lJalan 

lwajib lmematuhi lketentuan: 

a. Rambu lperintah latau lrambu llarangan. 

b. Marka lJalan. 

c. Alat lPemberi lIsyarat lLalu lLintas. 

d. Gerakan lLalu lLintas. 

e. Berhenti ldan lParkir. 

f. Peringatan ldengan lbunyi ldan lsinar. 

g. Kecepatan lmaksimal latau lminimal. ldan/ latau 

h. Tata lcara lpenggandengan ldan lpenempelan ldengan lKendaraan 

llain. 
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5. Pada lsaat ldiadakan lpemeriksaan lKendaraan lBermotor ldi lJalan lsetiap 

lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor lwajib 

lmenunjukkan: 

a. Surat lTanda lNomor lKendaraan lBermotor latau lSurat lTanda 

lCoba lKendaraan lBermotor. 

b. Surat lIzin lMengemudi. 

c. Bukti llulus luji lberkala. 

d. Tanda lbukti llain lyang lsah. 

6. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor lberoda 

lempat latau llebih ldi lJalan ldan lpenumpang lyang lduduk ldi lsampingnya 

lwajib lmengenakan lsabuk lkeselamatan. 

7. Setiap lorang lyang lmengemudikan lKendaraan lBermotor lberoda 

lempat latau llebih lyang ltidak ldilengkapi ldengan lrumah-rumah ldi lJalan 

ldan lpenumpang lyang lduduk ldi lsampingnya lwajib lmengenakan lsabuk 

lkeselamatan ldan lmengenakan lhelm lyang lmemenuhi lstandar lnasional 

lIndonesia. 

8. Setiap lorang lyang lmengemudikan lSepeda lMotor ldan lPenumpang 

lSepeda lMotor lwajib lmengenakan lhelm lyang lmemenuhi lStandar 

lNasional lIndonesia. 
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9. Setiap lorang lyang lmengemudikan lSepeda lMotor ltanpa lkereta 

lsamping ldilarang lmembawa lPenumpang llebih ldari l1 l(satu) lorang. 

 Berdasarkan lkeadaan ldi latas lmaka lpersoalan lmengenai laturan ldan lsanksi 

ldalam lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l2009 lTentang lLalu lLintas ldan lAngkutan 

lJalan lsudah lmulai lterlihat, lhanya lsaja lbagaimana lpenerapan laturan ldan lsanksi 

ltersebut ldilaksanakan ltergantung ldari lsemua lpihak lyang lberkaitan ldengan lhal 

ltersebut. l 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di 

samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor  hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timul di dalam gejala yang bersangkutan. (Ali, 2015) 

Jenis lpenelitian lyang ldigunakan lpenulis ldalam lmelakukan lpenelitian lini 

ladalah lpenelitian lyuridis lempiris, lpenelitian lyuridis lempiris ladalah lpendekatan 

ldengan lmelihat lsesuatu lkenyataan lhukum ldi ldalam lmasyarakat. lPendekatan 

lsosiologi lhukum lmerupakan lpendekatan lyang ldigunakan luntuk lmelihat laspek-

aspek lhukum ldalam linteraksi lsosial ldi ldala lmasyarakat ldan lberfungsi lsebagai 

lpenunjang luntuk lmengidentifikasi ldan lmengklasifikasi ltemuan lbahan lnonhukum 

lbagi lkeperluan lpenelitian latau lpenulisan lhukum. l(Ali, l2015) 

3.2. Metode lPengumpulan lData 

Metode ldalam lpengumpulan ldata lyang lpenulis lgunakan lterdiri ldari lmetode 

lyaitu l: (Ali, l2015) 
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1. Metode lpenelitian lkepustakaan. 

Data lkepustakaan lyang ldiperoleh lmelalui lpenelitian lkepustakaan lyang 

lbersumber ldari lperaturan lperundang-undangan, lbuku-buku, ldokumen lresmi, 

lpublikasi ldan lhasil lpenelitian. 

2. Metode lpenelitian llapangan. 

 Data llapangan lyang ldiperlukan lsebagai ldata lpenunjang ldiperoleh lmelalui 

linformasi ldan lpendapat-pendapat ldari lresponden lyang lditentukan lsecara 

lpurpurposive lsampling l(ditentukan loleh lpeneliti lberdasarkan lkemauanmya) 

ldan/atau lrandom lsampling l(ditentukan lsecara lacak loleh lpeneliti) 

3.2.1. Jenis lData 

 Jenis lsumber ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lmeliputi: l 

1. Sumber lData lPrimer. 

 Adapun lsumber ldata lprimer lpenelitian lini lmengacu lpada lhasil lpenelitian 

llapangan lberupa lhasil lwawancara ldengan lresponden ldan lhasil lpengamatan. lData 

lprimer lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah ldata lyang ldiperoleh llangsung 

ldari lresponden lmelalui lwawancara lyakni ldengan lpihak-pihak lyang lterkait ldengan 

lupaya yang dilakukan Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor 

Kota Barelang dalam menertibkan pelanggaran daya pancar di atas ambang batas 

daya pancar yakni pengendara yang satu sebagai pihak yang melanggar dan 

pengendara yang lainnya sebagai pihak yang dirugikan. (Ali, 2015) 



52 

 

 

2. Sumber lData lSekunder. 

 Data lsekunder lmerupakan ldata lyang ldapat lmemberikan lpenjelasan llebih 

llanjut lterhadap ldata lprimer lyang ldidapatkan, ldata lsekunder ldapat lberasal ldari 

lBahan lpustaka lberupa lbuku ldan lkajian-kajian lilmiah lmengenai lhukum lyang lterkait 

ldengan lobjek lpenelitian lini.(Ali, l2015) 

3.2.2. Alat lPengumpulan lData 

 Dalam lmelakukan lpengumpulan ldata lpenulis lmenggunakan lbeberapa lalat 

lpengumpulan ldata lsebagai lberikut: 

1. Wawancara. 

Wawancara ladalah lkegiatan ldi lmana ldua lsaling lbertemu luntuk lmelakukan 

lpertukaran linformasi ldan lide lmelalui ltanya ljawab, lsehingga ldapat ldi ltemukan 

linformasi llain ldalam ltopik lyang ldi lbicarakan. l(Amiruddin l& lAsikin, l2016) 

Dalam lpenelitian lini lpenulis lmelakukan lobservasi llangsung lke llapangan 

ldengan lmelakukan lwawancara ldengan lpihak-pihak lyang lberkompeten 

lmemberikan informasi tentang pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

beberapa pihak meliputi: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota Batam-Kepolisian 

Resor Kota Barelang, dealer motor, bengkel motor, pengemudi kendaraan 

bermotor dan perwakilan pengguna jalan lainnya. 

2. Dokumentasi. 
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Dokumentasi, lyaitu ldokumen lyang ldihimpun ldan ldikumpulkan lyang 

lberkaitan ldengan lpembahasan lmasalah ldalam lpenelitian lini lmeliputi: lperundang-

undangan, lperaturan-peraturan, lskripsi, ltesis, ldisertasi, ljurnal, lsurat lkabar, lmakalah 

lseminar, larsip-arsip, lbuku-buku, lmajalah, lagenda, llaporan lpenelitian, ldokumen 

lresmi, linformasi lonline ldari linternet l(website) ldan llain-lain lbahan lkepustakan 

lberupa lbuku-buku, lliterature ldan lstudi lkepustakaan l(Library lResearch). lStudi 

lkepustakaan lini ldilakukan ldengan lcara lmembaca, lmenelaah, lmencatat lmembuat 

lulasan lbahan-bahan lpustaka lyang lada lkaitannya ldengan lpermasalahan lyang 

lditeliti. l(Amiruddin l& lAsikin, l2016) 

3. Lokasi lPenelitian. 

 Adapun llokasi lyang ldipilih lpenulis ladalah lKepolisian lResor lKota lBarelang, 

lyang lkhususnya lpada lbagian lsatuan llalu llintas l- l lKepolisian lResor lKota lBarelang. 

lPemilihan llokasi lini ldiharapkan lagar lpenelitian ldapat ldilakukan lsecara lefektif ldan 

lefisien, lserta ldi llokasi lini lmasih lbanyak lditemukan lkasus lpengendara lkendaraan 

lbermotor lyang ltidak lmemenuhi lpersyaratan lteknis ldan llaik ljalan l(secara lkhusus 

lpenggunaan lkendaraan lbermotor ldengan lmodifikasi ldaya lpancar lyang ltidak 

lmemenuhi lstandar lkelayakan ldan lmelewati lambang lbatas ldaya lpancar). 

3.3. Metode lAnalisis lData 

Analisis ldata ladalah lproses lmencari ldan lmenyusun lsecara lsistematis ldata 

lyang ldiperoleh ldari lhasil lwawancara, lcatatan llapangan ldan lbahan-bahan llain 

lsehingga ldapat lmudah ldi lpahami ldan ltemuannya ldapat ldiinformasikan lkepada 

lorang llain.(Sugiyono, l2018) lInti ldari lmetode lini ladalah ldata-data lyang ldiperolah 
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llangsung ldari llapangan lkemudian ldata ldiolah luntuk ldi lpaparkan ldalam lbentuk 

ltulisan. 

3.4. Penelitian lTerdahulu 

 Berikut ldisajikan lbeberapa lhasil lpenelitian loleh lpeneliti lsebelumnya, 

lberkenaan ldengan lpembahasan ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

1. Soni lSadono. l(ISSN: l23389176) 

Soni lSadono ldari lFakultas lIndustri lKreatif ldi lTelkom lUniversity 

ldengan lpenelitiannya lyang lberjudul l“Budaya lTertib lBerlalu-Lintas 

l“Kajian lFenomenologis lAtas lMasyarakat lPengendara lSepeda lMotor 

lDi lKota lBandung”. lPenelitian lyang ldilakukan loleh lSoni lSadono 

lbertitik lfokus lpada lmengamati lkebiasaan lmasyarakat ldalam lberlalu 

llintas, lmulai ldari ltingkat lkesadaran lmasyarakat lakan lperaturan llalu 

llintas ldan ltingkat ldisiplin lmasyarakat ldalam lberlalu llintas, llain 

lhalnya ldengan lpenulis lyang llebih lmenitik lberatkan lpenelitian luntuk 

lmenilai ltingkat lefektivitas lundang-undang lnomor l22 ltahun l2009 

ltentang llalu llintas ldan langkutan ljalan, lyang lkemudian ldi ltambah 

ldenagn lpemahaman lpolisi lsatuan llalu llintas lterhadap laturan 

lmengenai lambang lbatas ldaya lpancar lyang ldi lataur ldalam lperaturan 

lmenteri llingkungan lhidup lnomor l7 ltahun l2009 ltentang lambang lbatas 

ldaya lpancar lkendaraan lbermotor ltipe lbaru, lkedua laturan ltersebut 

lkhususnya lberkaitan ldengan ldaya lpancar.(Sadono, l2016) 

2. Yuda lRiyansah. l(P-ISSN:2442-5303. lE-ISSN:2549-987) 
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Yuda lRiyansah ldari lFakultas lHukum-Universitas lDjuanda lBogor 

ldengan lpenelitiannya lyang lberjudul l“Pelanggaran lPersyaratan 

lTeknislDan lLaik lJalan lPenggunaan“Daya lP,ancar lRacing”. lDalam 

lpenelitiannya lmenggunakan lmetode lpenelitian lyuridis lnormatif 

lyaituu lhukum ldikonsepskan lsebagai lnorma, lkaidah, lasas latau ldogma-

dogma. lTahap lpenelitian lyuridis lnormatif, lmenggunakan lstudi 

lkepustakaan l(penelahaan lterhadap lliteratur) lnamun lsepanjang 

ldiperlukan, ldapat ldilakukan linterview, luntuk lmelengkapi lstudi 

lkepustakaan. lTermasuk ldalam lkajian/pendekatan lyuridis lnormatif ldi 

lantaranya ladalah lsejarah lhukum ldan lpembandingan lhukum, ljuga 

lfilsafat lhukum. lFokus ldari lpenelitian lYuda lRiyansyah lyaitu 

lmengenai ltingkat lkesadaran lhukum lpada lmasyarakat lyang 

lmenggunakan ldaya lpancar lracing lpada lkendaraannya, lberbeda 

ldengan lpenulis lyang llebih lmemfokuskan lmengenai lmekanisme latau 

ltahapan lapa lsaja lyang ldi llakukan lpihak lpolisi lsatuan llalu llintas ldalam 

lmenentukan lsuatu ldaya lpancar ltelah lmelewati lambang lbatas ldaya 

lpancar lterlepas ldari lmasyarakat litu lmenggunakan ldaya lpancar 

lbawaan lpabrikan latau ldaya lpancar lracing. l(Riyansah let lal., l2016) 

3. Anny lYuserlina. l(P-ISSN: l2355-4657. lE-ISSN: l2580-1678) 

Anny lYuserlina ldari lSekolah lTinggi lIlmu lHukum lPutri lMaharaja 

lPayakumbuh, ldengan lpenelitiannya lyang lberjudul l“Penanggulangan 

lPelanggaran lLalu lLintas lOlehSatuan lLalu lLintas lKepolisian lResor 
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lBukitinggi Terhadap lPelajar”, lPenelitian lyang ldi llakukan loleh lAnny 

lYuserlina lmenggunakan lmetode lpendekatan lyuridis lempiris 

lyaitulpendekatan lterhadap lpermasalahan lpenelitian ldari laspekyuridis 

ldan lpraktik lhukum ldi llapangan ltentang lperanan lsatuan llalu llintas 

ldalam lmenanggulangi lpelanggaran llalu llintas. lPenelitian lyang ldi 

llakukan loleh lAnny lYuserlina lberfokus ltentang lcara lpihak lkepolisian 

ldalam lmenanggulangi lpelanggaran llalu llintas lyang ldi llakukan loleh 

lpelajar, lberbeda ldengan lpenulis, ldi lmana lpenulis ltidak lhanya 

lberfokus lpada lkalangan lpelajar, lnamun lyang ldi lbatasi ldi lsini lialah 

lobjek lyang lakan ldi lteliti lhanya lberkaitan ldengan lpelanggarandaya 

lpancar ldaridaya lpancar. l(Yuserlina, l2019) 

4. Dadik lPurnomo.(ISSN: l2614-560X) 

Dadik lPurnomoMahasiswa lMagister l(S2) lIlmu lHukum lUNISSULA 

lSemarang ldengan lpenelitian lyang lberjudul l“Peran lSat lLantas 

lKepolisian lResor lRembang lDalam lMenekan lAngka lKecelakaan lLalu 

lLintas”. lMetode lpenelitian lyang ldi lgunakan loleh ldadik lpurnomo 

lialah lpenelitian ldeskrivtif lkualitatif. lPenelitian ldeskriptif lditujukan 

luntuk l: lMengumpulkan linformasi lsecara laktual ldan lterperinci, 

lMengidentifikasikan lmasalah, lMembuat lperbandingan latau levaluasi, 

lMenentukan lapa lyang ldilakukan lorang llain ldalam lmenghadapi 

lmasalah lyang lsama ldan lbelajar ldari lpengalaman lmereka luntuk 

lmenetapkan lrencana ldan lkeputusan lpada lwaktu lyang lakan ldatang. 
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lFokus lpada lpenelitian lyang ldi llakuakan loleh lDadik lpurnomo lialah 

lmengenai lcara lmenekan langka lkecelakaan llalu llintas 

ldenganlmenggunakan lprogram latau lkegiatan lsafety lriding, llain 

ldengan lpenulis lyang lberfokus lpada lhambatan ldan lupaya lapa lsaja 

lyang lsudah ldi llakukan lpolisi lsatuan llalu llintas ldalam lmelakukan 

lpenegakan lhukum lterkait ldaya lpancar lyang lmelewati lambang lbatas 

ldaya lpancar.(Purnomo l& lHafidz, l2018) 
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